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ABSTRACT

This research aimed to discuss and obtain empirical evidence about determinants affecting
carbon emission disclosure in Indonesia. The independent variables tested in this research
consisted of board of commissioner size, women on board members size, board of director
size, company size, and institutional ownership. The measurement of carbon emission
disclosure using index checklist developed by Choi et al. (2013). Non-financial companies
listed on Indonesia Stock Exchange in 2015-2019 were used as the population of this study.
In this research, the sample was taken by using purposive sampling method. Data were
analyzed using multiple linear regression. The results showed that the board of commissioner
size, and company size have a positive effect on carbon emission disclosure, while women on
board members size, board of director size, and institutional ownership have no effect on
carbon emission disclosure. These results are expected to encourage companies to disclose
information regarding carbon emission and to reduce carbon emission.

Keywords: carbon emission disclosure; board of commissioner size; women on board
members size; board of director size; company size; institutional ownership

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menemukan bukti empiris mengenai determinan yang
mempengaruhi pengungkapan emisi karbon di Indonesia. Variabel independen dalam
penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi anggota dewan wanita, ukuran dewan
direksi, ukuran perusahaan, dan kepemilikan institusional. Pengukuran pengungkapan emisi
karbon dilakukan dengan menggunakan indeks checklist yang dikembangkan oleh Choi et al.
(2013). Perusahaan non-keuangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia dalam periode
2015-2019 digunakan sebagai populasi dalam penelitian ini. Pengambilan sampel dilakukan
dengan menggunakan metode purposive sampling. Analisis data dilakukan dengan
menggunakan multiple linear regression. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa ukuran
dewan komisaris dan ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan
emisi karbon, sedangkan proporsi anggota dewan wanita, ukuran dewan direksi, dan
kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Hasil ini diharapkan dapat mendorong perusahaan-perusahaan untuk mengungkapkan
informasi terkait emisi karbon dan menurunkan emisi karbon.

Kata kunci: pengungkapan emisi karbon; ukuran dewan komisaris; proporsi anggota dewan
wanita; ukuran dewan direksi; ukuran perusahaan; kepemilikan institusional
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1. PENDAHULUAN

Perubahan iklim sedang menjadi permasalahan menarik bagi masyarakat luas, bahkan
tidak hanya di Indonesia karena peningkatan suhu secara global telah menyebabkan
perubahan iklim di berbagai belahan dunia. Berdasarkan Global Risk Report 2020 dari World
Economic Forum, perubahan iklim terjadi lebih cepat dari yang diperkirakan banyak orang.
Dalam lima tahun terakhir, iklim di dunia terasa lebih hangat sepanjang sejarah, terjadi cuaca
ekstrem yang belum pernah terjadi sebelumnya di seluruh dunia, serta terjadinya bencana
alam yang lebih intens. Suhu global diperkirakan akan meningkat setidaknya 3 derajat
Celcius pada akhir tahun 2020. Dampak terdekat dari perubahan iklim yaitu dapat menambah
keadaan darurat planet seperti hilangnya nyawa, ketegangan sosial dan geopolitik, serta
dampak ekonomi negatif (World Economic Forum, 2020).

Upaya memitigasi perubahan iklim tentu akan bergantung pada komitmen dari para
penghasil emisi utama. Semakin banyak pemerintah yang mengumumkan tujuan mencapai
emisi nol bersih untuk jangka panjang dan menunjukkan lebih banyak ketertarikan dalam
mengatasi tantangan yang luar biasa dalam mengembangkan solusi terkait potensi karbon
emisi tingkat rendah. Penurunan jumlah karbon dioksida yang disebabkan oleh manusia harus
membutuhkan transisi ekonomi dan sosial secara serius dan saling terkait di tingkat makro
dan mikro. Hal ini bergantung pada inovasi teknologi dan komitmen pemerintah serta
perusahaan (World Economic Forum, 2020).

Di Indonesia, beberapa langkah telah dibuat terkait dengan pengurangan emisi
karbon. Kebijakan untuk mengurangi emisi karbon dilakukan dengan menyepakati Protokol
Kyoto pada tanggal 3 Desember 2004 melalui Undang-Undang Nomor 17 tahun 2004.
Dampak dari Protokol Kyoto ialah munculnya carbon accounting. Carbon accounting
mengharuskan  perusahaan untuk mengakui, mengkalkulasi, menyajikan, serta
mengungkapkan emisi karbon. Carbon accounting mampu memberikan dampak terkait
dengan efisiensi emisi karbon pada penggunaan bahan baku, biaya tenaga kerja, biaya
overhead pabrik, dan biaya yang terkait dengan manajemen standar karbon (Irwhantoko,
2016).

Presiden telah menetapkan Peraturan Presiden No. 61 tahun 2011 terkait Rencana
Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK). Peraturan ini menerangkan
fakta terkait dengan sektor industri sebagai sektor utama yang memancarkan emisi karbon.
Oleh karena itu, sebagai salah satu upaya terkait realisasi Corporate Social Responsibility,
industri diharapkan mampu mengurangi emisi gas rumah kaca (Pradini & Kiswara, 2013).
Tujuan utama dalam RAN-GRK penurunan emisi sebesar 26% dengan usaha sendiri dan 41%
dari bantuan internasional pada tahun 2020. Indonesia diharapkan mampu mengurangi emisi
hingga 29% dari usaha sendiri dan 41% dari bantuan internasional (Niza & Ratmono, 2019).

Perusahaan melakukan upaya dalam pengurangan emisi karbon melalui pemberian
informasi terkait dengan emisi karbon. Para pemangku kepentingan membutuhkan laporan
terkait dengan emisi karbon untuk menilai kinerja perusahaan terkait dengan perubahan
iklim. Segala jenis aktivitas yang dilakukan perusahaan tentu dapat menyebabkan dampak
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sosial dan lingkungan. Oleh karena itu, strategi dari manajemen dalam upaya untuk
mengurangi ketegangan sosial dan lingkungan ialah dengan mengungkapkan hal-hal yang
berhubungan dengan sosial dan lingkungan. Mengungkapkan hal terkait dengan sosial dan
lingkungan merupakan salah satu bentuk tanggung jawab perusahaan kepada masyarakat
sehingga masyarakat mampu memperoleh penjelasan terkait dampak sosial dan lingkungan
dari aktivitas perusahaan (Ghozali & Chariri, 2014).

Berdasarkan ikhtisar dari Climate Transparency (2020), emisi karbon yang
dipancarkan di Indonesia meningkat 140% antara tahun 1990 dan 2017. Pendorong terbesar
dari keseluruhan emisi karbon di Indonesia ialah emisi CO; yang berasal dari pembakaran
bahan bakar. Di Indonesia, telah terjadi peningkatan emisi karbon secara signifikan dari tahun
1990 hingga mencapai 581 MtCO, (Metric Tons of Carbon Dioxide Equivalent) pada tahun
2019. Sektor penyumbang emisi terbesar yaitu sektor industri sebesar 37%, diikuti dengan
sektor transportasi sebesar 27%, dan sektor penghasil listrik dan panas sebesar 27%. Hal ini
menunjukkan kontribusi Indonesia terkait pengurangan emisi karbon belum memadai.
Indonesia harus bisa menurunkan emisi yang dipancarkan di bawah 662 MtCO, pada tahun
2030 dan di bawah 51 MtCO, pada tahun 2050 untuk berada dalam rentang yang wajar dan
kompatibel dengan skenario dari IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) yaitu
untuk suhu kehangatan bumi 1,5°C.

Meskipun Indonesia telah menyepakati Protokol Kyoto pada tahun 2004, dan
Presiden juga telah mengeluarkan Rancangan Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah
Kaca (RAN-GRK) pada tahun 2011, pada kenyataannya kesepakatan tersebut belum mampu
membuat Indonesia berada di jalur yang tepat terkait penurunan emisi karbon. Evaluasi
Nationally Determined Contribution Indonesia pada tahun 2020 oleh climate transparency
juga masih pada tingkat “highly insufficient ”(Climate Transparency, 2020). Di Indonesia,
pengungkapan emisi karbon masih bersifat pengungkapan sukarela, sehingga belum
dilakukan secara penuh oleh banyak emiten. Hal tersebut dapat disebabkan karena praktik
pengungkapan emisi karbon yang dapat memicu biaya bagi emiten dan berbagai ancaman
lainnya yang tidak dapat dikendalikan dengan mudah oleh emiten (Choi et al., 2013).

Fenomena terkait belum memadainya kontribusi Indonesia dalam mengurangi emisi
karbon serta fakta bahwa praktik pengungkapan emisi karbon masih pada tingkat
pengungkapan sukarela memberikan suatu motivasi untuk meneliti tentang apakah ukuran
dewan komisaris, ukuran wanita dalam anggota dewan, ukuran dewan direksi, ukuran
perusahaan, dan kepemilikan institusional berpengaruh pada luas pengungkapan emisi
karbon. Penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi bagi perusahaan-perusahaan Indonesia
untuk mengevaluasi apakah sudah dilakukan upaya untuk mendapatkan legitimasi dari
masyarakat dengan melakukan tanggung jawab sosial khususnya terkait emisi karbon. Selain
itu, untuk memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait
pentingnya upaya dalam menurunkan emisi karbon.

2. KAJIAN TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Gas Rumah Kaca
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Gas rumah kaca merupakan gas udara di atas lapisan permukaan bumi yang berfungsi
sebagai penahan sebagian panas matahari di atas permukaan bumi. Bumi menyerap sebagian
gas-gas rumah kaca ini secara alami. Gas rumah kaca mampu menjaga agar iklim menjadi
stabil sehingga suhu di bumi mampu berada pada tingkat yang layak untuk dihuni. Akan
tetapi, peningkatan emisi gas rumah kaca dalam jumlah yang signifikan dapat menimbulkan
pemanasan global. Gas rumah kaca terdiri dari beberapa unsur diantaranya karbondioksida
(COy), nitrooksida (N,0), dan metana (CH,) (Samidjo & Suharso, 2017).

Emisi karbon muncul karena aktivitas-aktivitas manusia, terutama yang berkaitan
dengan bahan bakar fosil seperti minyak dan gas bumi, batu bara, serta gas alam. Pembakaran
bahan bakar fosil sebagai sumber energi untuk listrik, transportasi, dan industri akan
menghasilkan karbondioksida dan gas rumah kaca lainnya. Hal ini akan meningkatkan
dampak rumah kaca atau greenhouse effect (Samidjo & Suharso, 2017).

Akuntansi Karbon dan Pengungkapan Emisi Karbon

Carbon accounting merupakan suatu proses pengukuran, pencatatan, dan pelaporan
karbon yang dihasilkan oleh perusahaan. Adanya carbon accounting memungkinkan
perusahaan untuk dapat mengetahui tingkat emisi karbon yang dihasilkan. Informasi ini akan
berguna bagi manajemen untuk dapat menentukan strategi tentang pengurangan emisi karbon
tersebut serta melaporkan emisi terpancarkan serta tingkat pengurangannya kepada para
pemangku kepentingan (Cahya, 2016).

Pengungkapan emisi karbon menjadi salah satu bentuk andil dari perusahaan-
perusahaan terkait perubahan lingkungan, khususnya pemanasan global. Pengungkapan emisi
karbon biasanya dilaporkan dalam annual report serta sustainability report. Keberadaan
suatu badan usaha tentunya tidak lepas dari lingkungan masyarakat di mana perusahaan
dituntut untuk menyelaraskan kegiatan perusahaan dengan nilai dan norma yang dianut
masyarakat. Hal ini menimbulkan adanya peningkatan pengungkapan lingkungan, salah
satunya terkait emisi karbon karena adanya tuntutan. Oleh karena itu, perusahaan harus
meningkatkan pengungkapan emisi karbon untuk mendapatkan legitimasi dari masyarakat
(Akhiroh & Kiswanto, 2016).

Teori Legitimasi

Teori ini menjelaskan tentang relasi antara perusahaan dan publik. Legitimasi
merupakan suatu pengakuan yang didapatkan perusahaan dari masyarakat dengan cara
melakukan tanggung jawab sosial terhadap masyarakat. Perusahaan mengungkapkan terkait
hal sosial dan lingkungan supaya mampu memperoleh legitimasi dari masyarakat. Perusahaan
menciptakan suatu kontrak sosial dengan masyarakat di mana perusahaan tersebut beroperasi
dan menggunakan sumber ekonomi serta mendorong perusahaan untuk melakukan
tanggungjawab terhadap lingkungan supaya mendapatkan legitimasi dari masyarakat (Cahya,
2016). Teori legitimasi memaparkan alasan yang logis mengenai legitimasi organisasi di
mana proses pengalokasian sumber finansial dan ekonomi suatu perusahaan dapat
dipengaruhi oleh masyarakat. Salah satu cara untuk memperoleh legitimasi ialah dengan
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menerapkan kinerja berbasis lingkungan dan pengungkapan informasi lingkungan (Santioso
& Chandra, 2012).

Teori Stakeholder

Teori ini menjelaskan bahwa perusahaan tidak hanya melaksanakan kegiatan-kegiatan
hanya untuk kepentingan perusahaan sendiri. Perusahaan-perusahaan harus mampu
memberikan manfaat bagi para pemangku kepentingannya. Oleh karena itu, dukungan dari
pemangku kepentingan kepada perusahaan akan sangat mempengaruhi keberadaan
perusahaan tersebut (Ghozali & Chariri, 2014). Perusahaan harus menjaga hubungan dengan
para pemangku kepentingannya, terutama yang mempunyai kekuatan akan tersedianya
sumber daya yang digunakan untuk kegiatan-kegiatan perusahaan seperti karyawan, pasar
atas produk perusahaan, dan lain sebagainya (Ghozali & Chariri, 2014).

Sikap peduli terhadap lingkungan merupakan bentuk upaya untuk menjaga relasi
perusahaan dengan pemangku kepentingan. Perusahaan yang mengungkapkan hal terkait
dengan lingkungan diharapkan mampu memenuhi kebutuhan para pemangku kepentingan
sehingga akan menciptakan hubungan yang harmonis antara perusahaan dengan para
pemangku kepentingannya. Hubungan yang harmonis ini dapat membantu perusahaan untuk
mencapai keberlanjutan serta kelestarian perusahaannya (Cahya, 2016).

Teori Agensi

Teori agensi yang dikonseptualisasi oleh Jensen & Meckling (1976), menjelaskan
terkait relasi keagenan sebagai sebuah kontrak antara investor dengan manajer. Terdapat
beberapa otoritas yang diberikan kepada manajer sebagai pihak pengambil keputusan dan
juga perwakilan investor di perusahaan. Hal ini dapat mengakibatkan asimetri informasi
karena investor sebagai principal tidak dapat melakukan pemantauan terhadap aktivitas
perusahaan sehari-hari.

Seiring dengan berkembangnya lingkungan bisnis, manajemen dituntut untuk tidak
hanya bertanggung jawab pada pemegang saham saja, tetapi juga kepada para pemangku
kepentingan lainnya seperti kreditur, pemerintah, masyarakat, alam, dan lingkungan.
Terdapatnya informasi yang tidak sama antara para pemangku kepentingan dan manajemen
membuat manajemen akan mengungkapkan informasi-informasi dengan lebih banyak dengan
tujuan untuk mengurangi ketidaksamaan informasi antara pihak manajemen dengan para
pemangku kepentingan (Grediani et al., 2020).

Hipotesis
a. Ukuran Dewan Komisaris

Terdapat suatu perbedaan kepentingan antara principal dan agent dalam teori agensi.
Kepentingan yang berbeda ini mampu memunculkan ketidaksamaan informasi yang
berdampak pada agency cost. Ketidaksamaan ini terjadi karena perbedaan fungsi principal
dan agen dalam perusahaan. Agent dianggap mempunyai informasi yang lebih banyak terkait
dengan perusahaan daripada principal karena agent diberikan kepercayaan lebih untuk
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mengelola entitas. Masalah terkait dengan asimetri informasi ini dapat ditangani dengan
adanya peran dari dewan komisaris (Niza & Ratmono, 2019).

Menurut Undang-Undang No 40 tahun 2007 Pasal 1 ayat 6, dewan komisaris
memiliki tugas untuk melaksanakan fungsi pengawasan secara umum dan khusus sesuai
dengan anggaran dasar serta memberikan masukan kepada direksi. Berdasarkan Grediani et
al. (2020), ukuran dewan komisaris berpengaruh positif pada luas pengungkapan emisi
karbon. Salah satu peran dewan komisaris ialah menjadi perantara hubungan antara
manajemen dengan pemegang saham. Tugas utama dewan komisaris ialah menyusun strategi
yang akan dilaksanakan oleh manajemen. Oleh karena itu, dewan komisaris juga dapat
berfungsi untuk memberikan kebijakan terkait dengan pengungkapan, khususnya
pengungkapan lingkungan. Zanra et al. (2020) menyatakan bahwa ukuran dewan komisaris
memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon karena adanya kemampuan
dari dewan komisaris untuk menjalankan fungsi pengawasan terhadap pengungkapan emisi
karbon dan berpartisipasi dalam pengawasan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan sikap
peduli perusahaan terhadap lingkungan. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai
berikut:

H1: Ukuran Dewan Komisaris memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi
karbon

b. Ukuran Wanita dalam Anggota Dewan

Nainggolan & Rohman (2015) menyatakan bahwa wanita memiliki rasa peduli yang
tinggi akan situasi-situasi sosial dan lingkungan dibandingkan laki-laki. Jumlah wanita yang
banyak dalam anggota dewan akan memberikan dorongan bagi manajemen untuk
melaksanakan aktivitas-aktivitas yang menunjukkan sikap tanggung jawab yang dapat
memperkuat relasi perusahaan dengan para pemangku kepentingan dengan melakukan
pengungkapan. Berdasarkan Liao et al. (2014), semakin banyak jumlah wanita dalam anggota
dewan akan lebih cenderung untuk terbuka dalam mengungkapkan informasi terkait emisi
karbon. Hal ini didukung oleh Zanra et al. (2020), yang mengemukakan bahwa ukuran wanita
memiliki pengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon sehingga keberadaan wanita dalam
anggota dewan mampu meningkatkan pengungkapan emisi karbon. Hipotesis dalam
penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H2: Ukuran Wanita berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
c. Ukuran Dewan Direksi

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 tahun 2007, direksi memiliki wewenang dan
tanggung jawab penuh terhadap pengelolaan perusahaan untuk mendukung kepentingan-
kepentingan perusahaan, serta sebagai perwakilan perusahaan, baik di dalam maupun di luar
pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Teori legitimasi menyatakan bahwa
perusahaan harus mematuhi aturan dan norma yang berlaku di masyarakat dalam
melaksanakan aktivitasnya. Dewan direksi memiliki peran yang penting untuk bertanggung
jawab memperoleh legitimasi dari seluruh pemangku kepentingan.
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Dewan direksi berupaya untuk memperoleh legitimasi kegiatan perusahaan terkait
dengan emisi karbon dengan memberikan pengungkapan yang dapat memenuhi tuntutan dari
masyarakat. Hal ini menyebabkan perusahaan yang memiliki ukuran dewan direksi yang
lebih besar akan mengungkapkan informasi terkait emisi karbon dengan lebih luas (Liao et
al., 2014). Yunus et al. (2016) menjelaskan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif
pada luas pengungkapan emisi karbon. Peran penting yang dilakukan oleh dewan direksi
turut membantu perusahaan dalam menjaga legitimasi perusahaan melalui pengungkapan
emisi gas rumah kaca. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H3: Ukuran Dewan Direksi memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
d. Ukuran Perusahaan

Teori legitimasi mengungkapkan bahwa perusahaan besar mendapatkan tekanan yang
lebih besar dari masyarakat terkait dengan permasalahan lingkungan. Oleh karena itu,
perusahaan harus meningkatkan kepeduliannya terhadap lingkungan (Astiti & Wirama,
2020). Berdasarkan Choi et al. (2013), ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif terhadap
pengungkapan emisi karbon karena perusahaan-perusahaan besar memiliki kemampuan dari
segi sumber daya untuk mengungkapan hal terkait dengan lingkungan. Adanya sumber daya
yang lebih besar ini mampu membuat perusahaan dapat secara efektif menanggapi
peningkatan kepedulian terhadap lingkungan karena dengan adanya sumber daya yang lebih
dapat memungkinkan manajer untuk mencari opsi respon atas lingkungan yang lebih sesuai.
Suhardi et al. (2015) menyatakan bahwa terdapat hubungan positif terhadap pengungkapan
emisi karbon karena masyarakat akan lebih mampu melihat aktivitas dari perusahaan besar
daripada perusahaan kecil sehingga perusahaan besar akan mendapatkan tuntutan dan tekanan
yang lebih besar. Hipotesis dalam penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H4: Ukuran Perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
e. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham oleh institusi dari seluruh
saham beredar. Teori stakeholder menjelaskan relasi antara perusahaan dengan pemangku
kepentingan. Adanya hubungan ini membuat manajemen berupaya untuk terbuka atas segala
aktivitas perusahaan (Amaliyah & Solikhah, 2019). Berdasarkan Pratiwi & Tengah (2018),
kepemilikan institusional berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon. Kepemilikan
saham oleh pihak institusi yang besar akan menimbulkan situasi di mana perusahaan akan
diawasi oleh investor secara lebih. Investor akan mengawasi kinerja perusahaan dan salah
satunya melakukan pengawasan terhadap perusahaan untuk mengungkapkan informasi-
informasi terkait dengan emisi karbon. Hal ini juga didukung oleh Amaliyah & Solikhah
(2019) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap
pengungkapan emisi karbon. Pengawasan oleh institusi terhadap perusahaan akan membuat
perusahaan lebih terbuka untuk melakukan pengungkapan emisi karbon. Hipotesis dalam
penelitian ini dinyatakan sebagai berikut:

H5: Kepemilikan institusional berpengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon
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3. METODOLOGI PENELITIAN
Sampel dan Data Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian kuantitatif dengan menggunakan data sekunder
dari emiten-emiten di Bursa Efek Indonesia. Penelitian ini menggunakan data dari annual
report dan sustainability report perusahaan-perusahaan non-keuangan yang terdapat di Bursa
Efek Indonesia tahun 2015 — 2019. Dipilihnya perusahaan non-keuangan disebabkan karena
kedua sektor tersebut merupakan sektor yang cukup intens dalam menghasilkan emisi melalui
kegiatan operasinya. Teknik yang digunakan dalam proses pengambilan sampel yaitu
purposive sampling. Kriteria pengambilan sampel ialah sebagai berikut:

1. Perusahaan tersebut telah menerbitkan laporan tahunan ataupun laporan keberlanjutan
pada tahun 2015 — 2019.

2. Perusahaan tersebut mengungkapkan secara eksplisit maupun implisit kebijakan
terkait gas rumah kaca atau emisi karbon (mengungkapkan minimal satu kebijakan
terkait dengan emisi karbon atau mengungkapkan minimal satu item pengungkapan
emisi karbon) selama lima tahun berturut-turut.

Berikut merupakan tabel hasil pemilihan sampel dalam penelitian ini.

Tabel 1
Hasil Pemilihan Sampel

No | Keterangan Jumlah

1. Total perusahaan non-keuangan yang menerbitkan laporan tahunan | 575
ataupun laporan keberlanjutan pada tahun 2015-2019.

2. Total perusahaan yang tidak mengungkapkan kebijakan terkait gas rumah | 507
kaca atau emisi karbon selama lima tahun berturut-turut (2015-2019)

3. Total Perusahaan 68

4. Total Sampel (68 perusahaan x 5 tahun) 340

Variabel Dependen

Variabel dependen yang dianalisis ialah pengungkapan emisi karbon. Pengukuran
variabel ini dilakukan berdasarkan Carbon Disclosure Project Index yang dikembangkan
oleh Choi et al. (2013). Choi et al. (2013) mengembangkan lima kategori pengungkapan
emisi karbon dengan total item sejumlah 18. Berikut merupakan checklist pengungkapan
emisi karbon.
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Tabel 2

Ceklist Pengungkapan Emisi Karbon

No | Kategori Item

1. | Perubahan iklim: Risiko | CC-1: Penaksiran atau pemaparan terhadap risiko terkait

dan Peluang berubahnya cuaca dan aktivitas pengendalian risiko.

2. CC-2: Penaksiran atau pemaparan terkait implikasi
finansial, bisnis, dan peluang terkait perubahan iklim saat
ini maupun di masa yang akan datang.

3. | Gas Rumah Kaca: | GHG-1: Deskripsi atau metodologi yang digunakan untuk

Akuntansi Emisi menghitung emisi gas rumah kaca.

4. GHG-2: Adanya verifikasi eksternal atas kuantitas emisi
gas rumah kaca, jika ada, dari pihak mana dan basis yang
digunakan.

5. GHG-3: Total emisi karbon — metrik ton CO2.

6. GHG-4: Pengungkapan cakupan 1 dan 2 atau
pengungkapan langsung emisi karbon cakupan 3.

7. GHG-5: Pengungkapan emisi karbon dari sumber-sumber
(contoh: gas, bahan bakar dlI).

8. GHG-6: Pengungkapan emisi karbon dari fasilitas atau
segmen.

9. GHG-7: Emisi karbon dibandingkan periode-periode yang
lalu.

10. | Akuntansi  Penggunaan | EC1: total energi yang dikonsumsi (dalam tera-joule atau

Energi peta-joule).

11. EC2: kuantifikasi energi yang digunakan dari sumber-
sumber terbarukan.

12. EC3: pengungkapan berdasarkan tipe, fasilitas, atau
segmen.

13. | Pengurangan Emisi Gas | RC1: Detail rencana atau strategi untuk mengurangi emisi

Rumah Kaca dan Biaya gas rumah kaca.

14. RC2: Spesifikasi target pengurangan emisi gas rumah kaca
dan target tahun.

15. RC3: Mitigasi emisi, pengeluaran, dan penghematan yang
dicapai berdasarkan rencana pengurangan.

16. RC4: Perhitungan pengeluaran emisi dalam jangka waktu
ke depan dalam rancangan belanja modal.

17. | Pertanggungjawaban ACC1: Adanya sinyal di mana anggota dewan atau badan

Emisi Karbon eksekutif lainnya memiliki tanggung jawab terhadap
aktivitas-aktivitas tentang perubahan iklim secara
menyeluruh.

18. ACC2: Penjelasan teknis peninjauan dari anggota dewan

atau badan eksekutif lainnya terkait kemajuan perusahaan
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| dalam menangani perubahan iklim.

Setiap item pengungkapan diberikan skor kemudian total skor dibagi dengan 18

sesuai dengan total item yang disajikan pada Tabel 2.

Total item yang diungkapkan

CED =
18

Variabel Independen

a.

Ukuran Dewan Komisaris

Dewan komisaris mempunyai kewajiban terkait dengan fungsi pengawasan dan turut
serta memberikan saran kepada dewan direksi. Pengukuran dewan komisaris
menggunakan cara pengukuran yang dilakukan oleh Trufvisa & Ardiyanto (2019)
yaitu dengan menjumlahkan total anggota dewan komisaris dalam suatu entitas per
tahun.

Ukuran Wanita

Wanita memiliki sifat peduli yang lebih terhadap situasi sosial dan lingkungan
dibandingkan dengan laki-laki. Pengukuran variabel ukuran wanita menggunakan
cara pengukuran yang dilakukan oleh Nainggolan & Rohman (2015) yaitu dengan
menghitung jumlah anggota dewan baik dewan komisaris maupun dewan direksi yang
ada kemudian dibagi dengan total anggota dewan keseluruhan berdasarkan informasi
dari laporan tahunan.

Ukuran Dewan Direksi

Dewan direksi merupakan elemen penting tertinggi dari manajemen yang memiliki
tanggung jawab untuk memperoleh legalitas dari seluruh stakeholder. Pengukuran
variabel ukuran dewan direksi menggunakan cara pengukuran yang dilakukan oleh
Krisna & Suhardianto (2016) yaitu dengan menjumlahkan total dewan direksi yang
dimiliki suatu entitas per tahun.

Ukuran Perusahaan

Perusahaan yang memiliki ukuran besar cenderung menjadi subjek pengawasan
publik. Hal ini menciptakan suatu ketertarikan lebih dari pemegang saham akan
tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Pengukuran variabel ukuran
perusahaan dilakukan dengan logaritma natural total aset entitas per tahun (Pratiwi &
Tengah, 2018).

Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional akan menaikkan tingkat pengendalian perusahaan untuk
melakukan pengungkapan atas aktivitas-aktivitas perusahaan. Pengukuran variabel
kepemilikan institusional menggunakan cara pengukuran yang dilakukan oleh Pratiwi
& Tengah (2018) yaitu dengan membagi jumlah saham institusional dengan total
saham yang beredar entitas per tahun.

Model Pengujian Statistik
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Pengujian hipotesis pada penelitian ini dilakukan dengan menggunakan analisis
regresi linear berganda dengan tingkat signifikansi (o) sebesar lima persen. Persamaan regresi
linear berganda dirumuskan sebagai berikut.

CED = a + BIUK.D. KOMISARIS + B2UK.WANITA + B3UK.D. DIREKSI + B4SIZE +
BSKEP.INSTITUSI + ¢

Keterangan:

a = konstanta

B1, B2, B3, p4 = koefisien regresi

CED = pengungkapan emisi gas rumah kaca
UK.D. KOMISARIS = ukuran dewan komisaris

UK. WANITA = ukuran wanita

UK.D. DIREKSI = ukuran dewan direksi

SIZE = ukuran perusahaan
KEP. INSTITUSI = kepemilikan institusional
€ = tingkat eror

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Ringkasan hasil statistik deskriptif untuk variabel dependen dan variabel independen
dalam penelitian ini dapat dilihat pada Tabel 3 sebagai berikut.

Tabel 3
Statistik Deskriptif

N Minimum Maximum Mean Std. Deviation
CED 340 0.05556 0.83333 0.25147 0.20754
UK _D. KOMISARIS 340 2.00000 12.00000 5.44706 1.84187
UK. WANITA 340 0.00000 0.37500 0.08120 0.08930
UK. D. DIREKSI 340 2.00000 16.00000 5.97647 2.16421
SIZE 340 13.41884 22.26993 16.55959 1.61588
KEP.INSTITUSI 340 0.00000 1.00000 0.74074 0.30384

Tabel 3 memperlihatkan nilai pengungkapan emisi karbon yang dianalisis
menggunakan 340 sampel menunjukkan nilai rata-rata 0,25147. Standar deviasi dengan nilai
0,20754 lebih kecil daripada nilai rata-rata sehingga menunjukkan bahwa standar eror untuk
pengungkapan emisi gas rumah kaca kecil. Rata-rata pengungkapan senilai 0,25147 ini
memiliki makna bahwa jumlah pengungkapan emisi karbon oleh entitas-entitas selama tahun
2015 sampai 2019 masih sangat rendah. Entitas-entitas belum sepenuhnya melakukan
pengungkapan emisi gas rumah kaca. Hal ini dapat disebabkan karena pengungkapan emisi
gas rumah kaca dalam laporan tahunan maupun laporan keberlanjutan masih bersifat sukarela
serta dibutuhkan dana dalam jumlah banyak untuk mengungkapkan hal terkait emisi gas
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rumah kaca sehingga tidak semua entitas dapat melakukan pengungkapan emisi karbon
dengan penuh.

Pengujian normalitas dan asumsi klasik dilakukan sebelum melakukan uji regresi
berganda. Berdasarkan uji normalitas Kolmogorov-Smirnov, nilai Asymp Sig. 2-tailed
menunjukkan nilai 0,207 yang melebihi 0,05 sehingga data sudah terdistribusi normal. Hasil
uji multikolinearitas menyatakan bahwa semua model regresi pada penelitian ini tidak
mengalami masalah multikolinearitas karena nilai tolerance untuk semua variabel lebih besar
dari 0,10 dan nilai VIF kurang dari 10. Hasil uji heteroskedastisitas dengan menggunakan uji
Glejser memperlihatkan bahwa semua nilai sig melebihi 0,05 atau nilai alpha sehingga hasil
pengujian terhadap model regresi tidak terjadi permasalahan heteroskedastisitas. Hasil
pengujian autokorelasi menggunakan uji Durbin-Watson menunjukkan bahwa nilai Durbin-
Watson 1.951. Hal ini menunjukkan bahwa nilai Durbin-Watson berada di antara nilai dU
dan (4-dU) atau (1.841< 1.951 < 2.159). Setelah pengujian normalitas dan asumsi klasik
dilakukan, langkah selanjutnya ialah menguji goodness of fit menggunakan uji F dan uiji
regresi berganda. Berikut merupakan hasil uji simultan dan regresi berganda.

Tabel 4
Hasil Uji Simultan

Model Sum of Squares df Mean Square F Sig.

1 Regression 3.553 5 711 21.883 .000°
Residual 8.898 274 .032
Total 12.451 279

a. Dependent Variable: CED
b. Predictors: (Constant), KEP.INSTITUSI, UK. WANITA, SIZE, UK_D.KOMISARIS,
UK.D.DIREKSI

Berdasarkan pengujian goodness of fit dengan uji F, nilai signifikansi sebesar 0.000
lebih kecil dari nilai alpha 0.05. Hal ini menunjukkan bahwa model penelitian ini dinyatakan
fit untuk menjadi model penelitian. Pengujian koefisien determinasi juga dilakukan untuk
melihat kekuatan variabel independen terhadap variabel dependen. Hasil pengujian koefisien
determinasi menunjukkan nilai Adjusted R-Square senilai 0.272. Hal ini menunjukkan bahwa
variabel dependen dipengaruhi oleh variabel dependen sebesar 27.2%, sedangkan sisanya
dijelaskan oleh variabel lain yang berada di luar model penelitian.

Tabel 5
Uji Regresi Berganda

Standardized
Unstandardized Coefficients Coefficients
Model B Std. Error Beta t Sig.
1 (Constant) -.864 .148 -5.853 .000
UK_D. KOMISARIS .030 .008 .225| 3.586 .000
UK. WANITA -.083 157 -027| -.530 .596
UK.D. DIREKSI .009 .009 .068| 1.061 290
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SIZE .056 .010 .347| 5.591 .000
KEP.INSTITUSI .005 .037 .007 126 .900
a. Dependent Variable: CED

Pengaruh Ukuran Dewan Komisaris terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Berdasarkan Tabel 5, variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai t sebesar 3.586.
Nilai koefisien bertanda positif, artinya semakin besar ukuran dewan komisaris, maka
semakin luas pula pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan. Nilai signifikansi untuk
variabel ukuran dewan komisaris senilai 0.000 dan lebih kecil dari 0.05. Hasil pengujian
memperlihatkan bahwa ukuran dewan komisaris memiliki pengaruh signifikan dan positif
terhadap luas pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, hipotesis pertama (H1) diterima.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Grediani et al. (2020) yang menerangkan bahwa
ukuran dewan komisaris berpengaruh secara positif pada pengungkapan emisi karbon. UU
No 40 tahun 2007 menyatakan bahwa dewan komisaris mempunyai kewajiban terkait dengan
fungsi pengawasan dan turut serta memberikan saran kepada dewan direksi. Hal ini
menunjukkan bahwa dewan komisaris telah menjalankan fungsinya dalam hal pengawasan
perusahaan dalam pengungkapan informasi emisi karbon baik dalam laporan tahunan maupun
dalam laporan keberlanjutan.

Pengaruh Ukuran Wanita terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Tabel 5 menunjukkan bahwa variabel ukuran wanita memiliki nilai signifikansi untuk
ukuran wanita 0.596 lebih besar dari 0.05. Artinya, ukuran wanita tidak memiliki pengaruh
terhadap luas pengungkapan emisi karbon sehingga hipotesis kedua (H2) dari penelitian ini
tidak diterima. Hasil pengujian tidak sesuai dengan penelitian Liao et al. (2014) yang
menyatakan bahwa semakin besar proporsi seorang wanita dalam anggota dewan, maka akan
semakin luas pengungkapan emisi karbon yang dilakukan. Namun, penelitian ini sejalan
dengan Nainggolan & Rohman (2015) dan Kilic & Kuzey (2019) yang tidak menemukan
adanya pengaruh antara ukuran wanita atau keberagaman gender terhadap pengungkapan
emisi karbon.

Berdasarkan hasil statistik deskriptif, dapat dilihat bahwa proporsi anggota dewan
wanita hanya 8%. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan wanita dalam anggota dewan
masih tergolong kecil sehingga tidak memiliki kesempatan yang lebih banyak untuk
melakukan pengambilan keputusan. Sifat kepedulian dari seorang wanita yang lebih tinggi
daripada lelaki terhadap hal sosial dan lingkungan seperti yang diutarakan oleh Nainggolan
& Rohman (2015) juga tidak dapat dibuktikan dalam penelitian ini. Proporsi anggota dewan
lebih banyak ditempati oleh laki-laki sehingga pengambilan keputusan lebih didominasi oleh
laki-laki.

Pengaruh Ukuran Dewan Direksi terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Variabel ukuran dewan direksi mempunyai nilai t sebesar 1.061. Koefisien bertanda
positif ini memiliki makna bahwa semakin banyak ukuran dewan direksi yang ada pada suatu
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perusahaan, maka semakin banyak luas pula pengungkapan emisi karbon. Nilai signifikansi
variabel ukuran dewan komisaris senilai 0.290, melebihi 0.05 sehingga membuktikan bahwa
variabel ukuran dewan direksi tidak berpengaruh pada luas pengungkapan emisi karbon,
sehingga hipotesis ketiga (H3) tidak diterima.

Hasil pengujian tidak sejalan dengan penelitian Liao et al. (2014) dan Yunus et al.
(2016) yang menemukan bahwa ukuran dewan direksi berpengaruh positif pada
pengungkapan emisi karbon karena dewan direksi turut membantu perusahaan dalam
menjaga legitimasi perusahaan melalui pengungkapan emisi karbon. Namun, hasil penelitian
ini sesuai dengan Amaliyah & Solikhah (2019) dan Setiawan et al. (2019) yang menyatakan
bahwa ukuran dewan direksi tidak berpengaruh terhadap pengungkapan emisi karbon.
Temuan dalam penelitian ini tidak sesuai dengan teori legitimasi di mana dewan direksi yang
memiliki otoritas tinggi seharusnya berupaya untuk memperoleh legitimasi kegiatan
perusahaan terkait dengan emisi karbon dengan memberikan pengungkapan yang dapat
memenuhi tuntutan dari masyarakat. Adanya ukuran direksi yang besar memungkinkan lebih
banyaknya variasi pengambilan keputusan sehingga kemungkinan pengambilan keputusan
terkait dengan emisi karbon menjadi lebih kecil (Amaliyah & Solikhah, 2019). Hal ini dapat
menyebabkan belum terciptanya upaya berkelanjutan untuk secara fundamental
menyelaraskan kepentingan anggota dewan direksi terkait dengan pengungkapan tanggung
jawab perusahaan khususnya emisi karbon.

Pengaruh Ukuran Perusahaan terhadap Pengungkapan Emisi Karbon

Variabel ukuran perusahaan memiliki nilai t sebesar 5.591 dan bertanda positif. Hal
ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka semakin luas pula
pengungkapan emisi karbon. Nilai signifikansi untuk variabel ukuran perusahaan senilai
0.000 lebih kecil dari 0.05. Artinya, variabel ukuran perusahaan memiliki pengaruh positif
terhadap pengungkapan emisi karbon. Oleh karena itu, hipotesis keempat (H4) dalam
penelitian ini diterima.

Hasil pengujian sejalan dengan penelitian Choi et al. (2013) dan Suhardi et al. (2015)
yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan berpengaruh positif terhadap pengungkapan
emisi karbon. Hal ini mendukung teori legitimasi karena perusahaan besar memiliki tekanan
yang besar dari masyarakat terkait dengan masalah lingkungan sehingga perusahaan-
perusahaan besar akan cenderung mengungkapkan informasi terkait dengan lingkungan.
Selain itu, sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan besar tentu lebih besar daripada
perusahaan kecil. Perusahaan dengan sumber daya yang lebih besar dapat secara efektif
menanggapi peningkatan kepedulian terhadap lingkungan karena dengan adanya sumber daya
yang lebih dapat memungkinkan manajer untuk mencari opsi respon atas lingkungan yang
lebih sesuai (Choi et al., 2013). Sumber daya manusia yang dimiliki oleh perusahaan besar
juga tentu lebih siap dalam hal pengungkapan emisi karbon sehingga dalam proses
perhitungan akuntansi karbon dan mekanisme pengurangan emisi karbon dapat dilaksanakan
dengan lebih baik.

Pengaruh Kepemilikan Institusional terhadap Pengungkapan Emisi Karbon
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Variabel kepemilikan institusional mempunyai nilai t senilai 0.126 dan bertanda
positif artinya semakin besar suatu perusahaan dimiliki oleh institusi, maka semakin luas
pengungkapan emisi karbon. Namun, nilai signifikansi untuk variabel kepemilikan
institusional senilai 0.900 dan lebih besar dari 0.05 yang berarti tidak terdapat pengaruh
signifikan antara kepemilikan institusional terhadap luas pengungkapan emisi karbon. Oleh
karena itu, hipotesis kelima (H5) dalam penelitian ini ditolak.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Amaliyah &
Solikhah (2019) dan Pratiwi & Tengah (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan
institusional memiliki pengaruh positif terhadap pengungkapan emisi karbon. Namun, hasil
penelitian ini sejalan dengan Eka Chandra & Budiasih (2018) yang menyatakan bahwa
kepemilikan institusional tidak memiliki pengaruh pada luas pengungkapan emisi karbon.
Hal ini disebabkan karena para pemegang saham dari institusi merasa bahwa pengungkapan
emisi karbon kurang mampu meningkatkan nilai perusahaan dibandingkan dengan faktor
lainnya seperti likuiditas maupun profitabilitas perusahaan. Selain itu, keputusan untuk
membuat pengungkapan secara sukarela merupakan bagian dari kebijakan manajemen
sehingga informasi-informasi yang diungkapkan akan bervariasi sesuai dengan kebijakan
manajemen (Hermawan et al., 2018).

5. SIMPULAN, KETERBATASAN, DAN IMPLIKASI

Hasil pengujian dan analisis menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris dan ukuran
perusahaan berpengaruh positif terhadap luas pengungkapan emisi karbon. Sedangkan untuk
ukuran wanita dalam anggota dewan, ukuran dewan direksi, dan kepemilikan institusional
tidak berpengaruh terhadap luas pengungkapan emisi karbon. Hal ini membuktikan bahwa
dewan komisaris telah melaksanakan peran mereka dalam mengatasi masalah asimetri
informasi antara manajemen dan investor. Selain itu, variabel ukuran perusahaan yang
berpengaruh terhadap luas pengungkapan emisi karbon membuktikan bahwa perusahaan
besar memiliki tekanan yang lebih besar dari masyarakat terkait dengan permasalahan
lingkungan sehingga lebih memiliki kecenderungan untuk mengungkapkan data-data tentang
lingkungan khususnya emisi karbon.

Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi masukan atau bahan evaluasi bagi
perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait kebijakan pengungkapan emisi karbon. Selain itu,
untuk memberikan masukan kepada perusahaan-perusahaan di Indonesia terkait pentingnya
upaya dalam menurunkan emisi karbon. Hal ini penting sekali untuk dilakukan karena
Indonesia perlu mengupayakan untuk melakukan pengurangan emisi hingga di bawah 662
MtCO, pada tahun 2030 dan di bawah 51 MtCO, pada tahun 2050 supaya mampu mencapai
kewajaran rentang kontribusi berdasarkan skenario IPCC terkait pembatasan kenaikan suhu
global 1,5°C. Kontribusi Indonesia dalam upaya untuk menurunkan emisi karbon masih
belum memadai dan pengungkapan emisi karbon oleh perusahaan-perusahaan pada tahun
2015-2019 masih sangat rendah. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan mampu
memberikan kesadaran untuk meningkatkan upaya dalam mengurangi dan mengungkapkan
informasi emisi karbon.
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Berdasarkan nilai dari adjusted r square yang kecil, masih terdapat determinan-
determinan lain yang mampu menjelaskan pengaruh terhadap luas pengungkapan emisi
karbon. Penelitian selanjutnya diharapkan mampu menjawab kekurangan dari penelitian ini
dengan menambah variabel-variabel lain yang memiliki pengaruh terhadap luas
pengungkapan emisi karbon. Selain itu, penelitian selanjutnya diharapkan untuk
menggunakan proksi lain dalam mengukur luas pengungkapan emisi karbon serta menambah
tahun pengamatan yang lebih panjang supaya dapat memperoleh hasil penelitian yang lebih
menggambarkan situasi di Indonesia.
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